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PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA MATARAM,

bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam
mewujudkan peserta didik menjadi manusia yang lkaarighan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlagnselhat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggumnvagja;

bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi targggawab
bersama antara pemerintah provinsi, pemerintahataserta
masyarakat;

bahwa penyelenggaraan pendidikan yang mudainahn dan
bermutu di Kota Mataram diarahkan untuk mewujudkan
masyarakat belajar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman&dichdalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk raR&an
Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Rpkd&ok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 7 Than 1984 tentang Pengesa
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Dislas
Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Norfg
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

UndangtUndang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pemben
Kotamadya Daerah Tingkatl IMataram (Lembaran Neg:
Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara M
3531);

UndangtUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak £
Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, ahan
Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20@ntang Pengadilan H
Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindu
Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tami
Lembaran Negara Nomor 4235);

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Si
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003dXaf@
Tambahan Lembaran Nomor 4301);

UndangbUndang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunar
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dt
Perwakilan Rakgt, Dewan Perwakilan Daerah, dan De
Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara TaH®t
Nomor 92, Tambahan Lembarana Negara Nomor 4310);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

UndangbUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemben
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara TAdn
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
Undangtndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tiaan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah h
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 200%ateg Penetap.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undainglang Nomor
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undandang Nomor 3
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaraart
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara P
4548);

Undang-Undag Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbai
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalbanal
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tamt
Lembaran Negara Nomor 4438);

Undangbndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan C
(Lembaran Negara Tahur005, Nomor 157, Tambah
Lembaran Negara Nomor 4586);

Undang-Undang Nomo® tahun 2009 tentang Badan Huk
Pendidikan (Lembaran Negardahun 2009 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentandidikean
Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomoil
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentandidiiear
Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tam

Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah Hiuba

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 193&nt
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 TaBat
tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahu® N8&ho
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1@9ang Pendidike
Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, alaat
Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah h
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 193a&nt
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 TaBat
tentang Pendid&n Menengah (Lembaran Negara Tahun
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentandidikar
Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 9dhbahal
Lembaran Nomor 3460);

Peraturan Pemerintah Nom@8 Tahun 1991 tentang Pendidi
Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomol
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentamgdt
Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesiduf
1992 Nomor 68, Tambaha Lembaran Negara Repul
Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah ad
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang>&eal
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 rig
Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 20000N6d
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentaram FSert
Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lear
Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran B
Nomor 3485);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19htlia 2005 tentang Stan
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005dxath
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentandp&gal
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintBaanal
Provinsi, dan Pmerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lemb
Negara Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran B
Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentandidiiear
Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negaran
2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor)4769

24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 200&rie
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Petaleai
Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Matarahur
2008 Nomor 2 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor Sdra 2008 tentar
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 20080\
3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan uresaeriptahan oleh pemerintah
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menwa$ atonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnigandsistem dan prinsip negara
persatuan Republik Indonesia sebagaimana dimakalaimdUndang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun1945.



Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.

Daerah adalah Kota Mataram.

Walikota adalah Walikota Mataram.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Pdawmalkakyat Daerah Kota

Mataram.

Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlalitazaMataram.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana umwkjodkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara raktigembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pedgéan diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilam yamgerilikan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.

8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peséidé& untuk mengembangkan
potensi diri dalam suatu proses pendidikan yangassekengan tujuan pendidikan.

9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yaetapkan berdasarkan tingkat
perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicagen kemampuan yang
dikembangkan.

10.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkda gekhususan tujuan pendidikan
suatu satuan pendidikan.

11.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yangtteksur dan berjenjang yang terdiri
atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasardigdikan menengah, dan pendidikan
tinggi.

12.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan dir lpandidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

13.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan kel@adgn lingkungan.

14.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidija@ng menyelenggarakan
kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan pelaphada jalur formal, nonformal, dan
informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

15.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya diseBP&AUD adalah suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahipaadengan usia 6 (enam) tahun
yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pekahdi untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohami aag&k memiliki kesiapan
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

16.Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lama@y(sembilan) tahun,
diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di Sekolahr@&n 3 (tiga) tahun di Sekolah
Menengah Pertama atau satuan pendidikan yang gedera

17.Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang disg@agan bagi lulusan pendidikan
dasar.

18.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TB&ah salah satu bentuk satuan
Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan {iormal yang menyelenggarakan
program kesejahteraan sosial, program pengasuladn @dan program pendidikan anak
sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.

19.Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adadalah satu bentuk satuan
pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan-fosmal yang menyelenggarakan
program pendidikan dan program kesejahteraan Ioedji lerusia 2 (dua) tahun sampai
dengan 4 (empat) tahun.

20.Taman Kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalalahsadatu bentuk satuan
pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikanmfalr yang menyelenggarakan
program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) taburpai dengan 6 (enam) tahun.

21.Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA adalahhsaatu bentuk satuan pendidikan
anak usia dini pada jalur pendidikan formal yangnyedenggarakan program
pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empathtaampai dengan 6 (enam) tahun.

22.Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pagjang pendidikan dasar.

23.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut Mlladasalah satu bentuk satuan

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikanm dengan kekhasan agama

Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam bilsepartemen Agama.
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